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A B S T R A K  
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Kelurahan. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan. Berdasarkan 
peraturan daerah tersebut adanya pemekaran daerah di Kelurahan Maharatu 
dengan Kelurahan Pehentian Marpoyan sebagai kelurahan hasil pemekaran dari 
aturan yang berlaku. Dalam hal administrasi kependudukan mengalami perubahan 
data dan proses pelayanan publik dalam hal ini pelayanan administrasi yang 
berpindah pada Kelurahan Pehentian Marpoyan. 
Lokasi penelitian di laksanakan pada wilayah Kelurahan Perhentian 
Marpoyan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik di 
Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam 
hal pelayanan administrasi dan apakah faktor penghambat pelayanan publik di 
Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam 
hal pelayanan administrasi. 
Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sifat dari pada 
penelitian ini adalah bersifat deskriptif,  yang menggunakan teknik Porposive 
Sampling. Yang di lakukan melalui observasi, wawancara dan kajian kepustakaan, 
data di lengkapi dari data primer, data sekunder dan data tersier.  
Pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan dalam hal pelayanan 
administrasi belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan yang 
menjelaskan bahwa pada dasarnya pemekaran wilayah kelurahan bertujuan 
sebagai keseimbangan pelayanan kepada masyarakat namun perhatian pemerintah 
terhadap kelurahan Perhentian Marpoyan sebagai wilayah hasil pemekaran masih 
sangat minimnya fasilitas yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelayaan 
publik dengan baik dalam hal ini pelayanan administrasi serta faktor penghambat 
pelayanan publik dalam hal pelayanan administrasi terlihat pada Pasal 34 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
Kelurahan bahwa Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan 
prasarana lainnya belum sesuai dengan harapan masyarakat. 
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B A B  I  
P E N D A H U L U A N  
A. Latar Belakang Masalah 
Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah 
menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar 
dalam keseharian, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi 
dan otonomi daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata 
asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 
berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah 
luas, besar, ramai, bagus, ulai timbul dan berkembang. 
Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga 
terjadi di tingkat kabupaten, yang mana pada desember 2008 telah terbentuk 
266 daerah otonom baru yang terdiri dari 173 kabupaten yang sebenarnya 
sudah berlangsung sejak 1991.
1 Pemekaran wilayah merupakan fenomena 
yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Ini 
terlihat dari peningkatan jumlah daerah otonom baru. Total daerah otonom di 
Indonesia pada tahun 2019 menjadi 548, yang terdiri dari 416 Kabupaten, 98 
Kota dan 34 Provinsi.
2 
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk lebih 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakatterhadap pembangunan. 
                                                             
1
 Website https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemekaran_daerah_di_Indonesia (di akses pada 
tanggal 16 September 2020 jam 20.15 WIB) 
2
 Website https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-




Setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus 
menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kriteria pemekaran 
adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, 
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan 
lain yang memungkinan terselenggaranya otonomi daerah seperti keamanan 
dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, maupun tentang kendala.
3 
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah menentukan bahwa pemekaran wilayah adalah 
pemecahan daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota menjadi dua atau 
lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang 
bersanding dalam satu daerah Provinsi menjadi satu daerah baru.  
Pemekaran daerah pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas 
dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, 
calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus 
seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak 
terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Lebih lanjut 
dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik 
yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik 
baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa 
diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat 
pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah.
4
  
                                                             
3
 Tri Ratnawati, Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi, 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 23-24 




Pembentukan daerah baru pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah harus meliputi faktor yang menjadi dasar 
pembentukan daerah yang mencakup antara lain : 
a. Kemampuan ekonomi; 
b. Potensi daerah; 
c. Sosial budaya; 
d. Kependudukan; 
e. Luas daerah; 
f. Pertahanan; 
g. Keamanan; 
h. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang 
berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan didaerah dan kepentingan masyarakat setempat. 
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk 








Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakekatnya diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 




Peraturan yang mengatur mengenai pembentukan dan pemekaran 
sebuah Kelurahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 
tentang Kelurahan, yang mana pembentukan Kelurahan terdapat pada Pasal 2, 
Kelurahan dibentuk dibawah Kecamatan pembentukan Kelurahan dapat 
berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau beberapa Kelurahan yang 
bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan atau lebih. Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang 
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan yang di jelaskan 
pada Pasal 4, pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi 
syarat :  
1) Jumlah penduduk;  
2) Luas wilayah;  
3) Bagian wilayah kerja;  
4) Sarana dan prasarana pemerintah. 
                                                             
 5 Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Thafa 
Media, 2017), h. 52-53. 
6
 Hanif Nurcholis. Teori dan Pratik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: 




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah jelas 
mempunyai dampak pada pelayanan publik. Tuntutan dari pemekaran 
wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidak 
terjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang 
maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah 
penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya.
7
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
Pasal 1 mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Daerah dalam melaksanakan pelayanan 
publik dibantu aparatur pelayanan publik yang disebut Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang secara sederhana dapat dipahami sebagai “seseorang yang 
dipekerjakan oleh sebuah institusi publik. 
Pelayanan publik bertujuan memuaskan dan bisa sesuai dengan 
keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu 
diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 62 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya 
mengandung sendi-sendi : 
                                                             
7





a) Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b) Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :  
1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;  
2) Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik; 
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  
c) Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  
d) Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  
e) Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 
dan kepastian hukum.  
f) Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  
g) Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, 
peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8
 
Pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang 
diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada 
                                                             
8
 Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, 








Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi 
yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 
mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi 
kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam 
pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada 
pemerintahan dan administrasi publik.
10
 
Kelurahan merupakan kelompok pelayanan administratif, seperti 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya. 
Sejalan dengan itu, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah  
Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, keberadaan Kelurahan semakin 
kuat eksistensinya. Kelurahan ditempatkan dan berkedudukan sebagai 
perangkat daerah sebagaimana unit kerja lainnya yang secara administrasi 
lingkup wilayahnya berada dalam wilayah kecamatan. Di sini Kelurahan 
tidak lagi menerima limpahan kewenangan dari Camat, tetapi menerima 
pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah dari Walikota atau Bupati. 




                                                             
9
 Sirajuddin, Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi & keterbukaan Informasi, 
(Malang : Setara Press, 2016), h. 12. 
10
 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2006), h. 14. 
11
 Pitri Yandri, “Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kelurahan Setelah 




Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan, khususnya 
pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk itu Kelurahan dituntut bekerja secara prima dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada pedoman 
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Namun ada beberapa hal yang 
bisa menyebabkan pelayanan publik terganggu walaupun Kelurahan sudah 
memberikan pelayanan secara maksimal, seperti wilayah yang terlalu luas 
dan penduduk yang terlalu padat. Jika sudah terjadi seperti itu, salah satu cara 
untuk mengatasinya dengan melakukan pemekaran wilayah. 
Kelurahan Maharatu tergolong padat penduduk. Ada wacana 
pemekaran kelurahan tersebut sebenarnya sudah lama digulirkan, namun baru 
terealisasi pada tahun 2017 yakni Kelurahan Perhentian Marpoyan terbentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016  
Tentang  Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. Dasar pemekaran ini 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah didalamnya yang mengatur tentang pemekaran wilayah 
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang 
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang secara teknis 
mengatur mekanisme serta syarat-syarat pemekaran Kelurahan. 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016  Tentang  
Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru mengatur dalam hal 
pembentukan Kelurahan serta dengan batas wilayah tertentu, kedudukan dan 




akibat pembentukan Kelurahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, sebagaimana Walikota 
Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya yang 
juga diatur dalam peraturan daerah ini. 
Memberikan jaminan pelayanan yang prima dan maksimal dimana 
pelayanan dengan mudah didapatkan oleh masyarakat maka dari itu 
pemekaran Kelurahan ini tentunya akan sangat membantu dalam hal 
pelayanan adminitrasi kependudukan, maka dari itu Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan ini di sah 
kan. Akan tetapi bila dilihat dari segi pelayanan publik pada beberapa 
Kelurahan yang baru dimekarkan masih banyak kekurangannya, sehingga 
mempengaruhi kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. 
Peraruran Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, 
Pasal 1 ayat (5), bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai 
perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.  
Selanjutnya pada Peraruran Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 
Tentang Kelurahan dalam Pasal 5 bahwa Lurah mempunyai tugas sebagai 
berikut :  
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 
2. Pemberdayaan masyarakat; 
3. Pelayanan masyarakat; 
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 




6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru, yakni dengan adanya 
terbentuk Kelurahan Perhentian Marpoyan dari pemekaran Kelurahan 
Maharatu yang merupakan salah satu bentuk penataan daerah yang bertujuan 
untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
mempercepat peningkatan kesejahteraan masarakat, mempercepat kualitas 
tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah pada kenyataannya 
menyebabkan akibat hukum yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat 
sebagai individu yang harus patuh terhadap kebijakan pemerintah karena 
adanya pemekaran kelurahan yang menyebabkan perubahan alamat dan yang 
kemudian mengakibatkan masyarakat mengalami beberapa kesulitan dengan 
hal tersebut. 
Pengurusan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya terkena 
imbasnya, disebabkan perubahan alamat penduduk yang terjadi akibat 
pemekaran kelurahan ini. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang 
berubah alamat harus merubah Kartu Keluarga (KK) yang waktunya yang 
tidak dapat ditentukan, setelah Kartu Keluarga (KK) berubah masyarakat 
harus merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP)  menyesuaikan dengan Kartu 
Keluarga (KK), dan ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama. 
Sehingga masyarakat yang memiliki keperluan dalam hal lain dengan 





Pengurusan administrasi kependudukan perubahan alamat yang terjadi 
akibat pemekaran kelurahan ini, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam 
hal prosedur pelayanan pengurusan serta syarat dan ketentuan yang harus 
dilengkapi yang dikarenakan informasi yang tidak di dapatkan oleh 
masyarakat. Sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum 
mengurus perubahan alamat. 
Adanya permasalahan diatas  menjadi alasan penulis untuk meneliti 
lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul Pelayanan 
Publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Kelurahan. 
 
B. Batasan Masalah  
Untuk menghindari melebarnya penelitian ini maka penulis membuat 
batasan masalah agar lebih terfokus sehingga relevan dengan objek 
penelitian. Penelitian dalam tulisan ini difokuskan kepada pembahasan 
pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan administrasi, serta faktor 
penghambat pelayanan publik tersebut dalam hal pelayanan administrasi, 






C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota 
Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan 
administrasi? 
2. Apakah faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan Perhentian 
Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam 
hal pelayanan administrasi? 
 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan  
Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan 
Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan dalam hal pelayanan 
administrasi.  
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan 
Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan 




2. Manfaat  
Sedangkan manfaat yang dapat diambil dalam pelaksanaan penelitian 
ini adalah : 
a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir guna 
memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum. 
b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
pengetahuan dalam bidang hukum.  
c. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu 
hukum. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah metode tertentu untuk 
menghasilkan sebuah penelitian yang akurat, bernilai ilmiah dan dapat 
dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dan metode ilmiah merupakan suatu 
cara memperoleh pengetahuan yang baru atau suatu cara untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan penelitian yang dilakukan secara ilmiah.
12
 
Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah 
dikemukakan diatas maka ditetapkan metodologi penelitian hukum 
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2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Perhentian Marpoyan yang 
berkaitan dengan pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota 
Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan Kelurahan 
3. Populasi dan sampel 
a. Populasi  
  Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 
objek yang akanditeliti.
15
 Adapun populasi dalam penelitian ini  terdiri 
dari 1 (satu) orang Lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan. Dan 
Pegawai Kelurahan Perhentian Marpoyan berjumlah 6 (enam) orang, 
terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Lurah, 1 (satu) orang Kepala Seksi 
(KASI) Kesejahteraan Sosial, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) 
Pemerintahan, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Pembangunan, dan 2 
(dua) orang Staf. Kemudian 8.864 (delapan ribu delapan ratus enam 
puluh empat) jumlah penduduk wajib KTP di Kelurahan Perhentian 
Marpoyan. Seluruh jumlah populasi berada diatas umur 17 tahun. 
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b. Sampel  
  Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 
diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.
16
 Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purpossive 
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus 
sehingga layak dijadikan sampel.
17
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel I. 1 
Populasi dan Sampel 
Sumber data : Penelitian 2021 
4. Sumber data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
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1 Lurah 1 1 100% 
2 Pegawai Kelurahan 6 1 20% 
3 
Penduduk Kelurahan 
Perhentian Marpoyan Wajib 
KTP 
8.864 100 1,13% 




a. Data Primer 
Data yang diperoleh secara wawancara langsung dari 
informan/responden terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
18
 
Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek 
penulisan dalam penelitian, dengan cara mewawancarai yang di tujukan 
kepada narasumber untuk memperoleh data. 
b. Data Sekunder 
Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yakni melalui 
literatur literatur yang ada. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-
undangan, dokumen, buku-buku, atau pun literatur-literatur yang terkait 
dengan objek penelitian.  
c. Data Tersier 
Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data 
primer dan data sekunder. Adapun data tersier adalah data yang digunakan 
dalam penelitian ini dari internet, jurnal, dan ensiklopedia/kamus hukum. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan 
untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti 
menggunakan metode-metode sebagai berikut : 
a. Observasi  
Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana 
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melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, 
dimana untuk mengetahui dan menguraikan suatu masalah hukum, untuk 
membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki (eksplorasi), 
menggambarkan (deskripsi) dan atau menjelaskan kembali (eksplanasi) 
masalah hukum dan lain-lain. Observasi ini dilakukan dengan mencari 
data di wilayah Kelurahan Perhentian Marpoyan. 
b. Wawancara 
Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk 
memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk 
memperoleh data-data yang ingin diteliti.  
c. Kuesioner   
Kuesioner adalah angket atau daftar pertanyaan kepada 
responden/informan untuk mendapat sejumlah jawaban dari sejumlah 
pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. 
d. Pustaka  
Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
penulis melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang 
mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung 






6. Analisis Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan 
informasi dideskriptifkan (dijabarkan), dikumpulkan, disusun dan dicari 
hubungan satu sama lain secara sistematis, logis dan yuridis untuk 
memperoleh gambaran umum terhadap pelayanan publik di Kelurahan 
Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan, serta 
faktor penghambat pada pelayanan publik tersebut. Kemudian akan dilakukan 
penarikan kesimpulan dengan pola pemikiran deduktif yaitu dari pembahasan 













B A B  I I  
G A M B A R A N  U M U M  L O K A S I  P E N E L I T I A N  
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru  
Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 
0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 
- 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan 
ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. 
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 
timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air 
Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan 
dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 
perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. 
Adapun wilayah batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah 
Kabupaten / Kota :  
1. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar; 
2. Sebelah Selatan  : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan; 
3. Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan; 
4. Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar. 
Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara 
lain sebagai berikut :  
1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No. 1 
Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang 




2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh 
seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.  
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer 
disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.  
4. Ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 
103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.  
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti 
dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.  
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota 
Pekanbaru sebagai kota kecil.  
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 
8. Kepmendagri No. 52/I/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru 
menjadi ibu kota Propinsi Riau.  
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota 
Madya.  
9. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota.19 
Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan 
kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas 
perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib 
pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah 
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kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 menjadi 
12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 
Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.
20
 
Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang 
dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Dalam 
melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kota Pekanbaru menjadi 
harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang 
muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya 
dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar 
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 





B. Gambaran Umum Kelurahan Perhentian Marpoyan 
1. Sejarah Kelurahan Perhentian Marpoyan 
Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru merupakan salah 
satu kelurahan pada Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi 
Riau Indonesia, yang dimekarkan pada dari Kelurahan Maharatu berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016  Tentang  
Pembentukan Kelurahan di Kota Pekanbaru. 
Luas wilayah Kelurahan Maharatu sebelum adanya pemekaran ± 
11,26  km
2
, dan dikarenakan terlalu luasnya wilayah kerja Kelurahan 
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Maharatu maka perlu dilakukan penataan ulang dalam bentuk pemekaran 
wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. 
Setelah dimekarkan dari Kelurahan Maharatu luas wilayah Kelurahan 
Perhentian Marpoyan yakni ± 4,34 km
2
. 
Kelurahan Perhentian Marpoyan terdapat 11 jumlah Rukun Warga, 
yang mana sebelum ada pemekaran kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016  Tentang  Pembentukan Kelurahan, 
pada Kelurahan Maharatu jumlah keseluruhan Rukun Warga sebanyak 21. 
Serta dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 53 di Kelurahan Perhentian 
Marpoyan. 
Diantara Lurah yang pernah menjabat di Kelurahan Perhentian 
Marpoyan adalah sebagai berikut : 
1. Tahun (2017 – 2019) Afrizal; 
2. Tahun (2019 – 2021) Muhammad Amin, S.Sos 
3. Tahun (April – Mei 2021) Elda Suhanura 
4. Tahun (Mei 2021 – Sekarang) Yanuarti Widya A.S. S.STP 
2. Visi dan Misi Kelurahan Perhentian Marpoyan   
Visi : 
1. Terwujudnya Kelurahan Perhentian Marpoyan yang unggul dan 
kompetitif dalam pelayanan pada masyarakat; 
2. Terwujudnya Kelurahan Perhentian Marpoyan dengan pemukiman yang 





1. Memberikan akses pelayanan yang seluas-luasnya kepada Masyarakat 
dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 
2. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat; 
3. Melestarikan dan meningkatkan derajat lingkungan masyarakat; 
4. Menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif. 
3. Struktur Organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan 
Susunan organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan terdiri dari 1 
(satu) orang Lurah di Kelurahan Perhentian Marpoyan, pegawai Kelurahan 
Perhentian Marpoyan berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang 
Sekretaris Lurah, 1 (satu) orang Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan, 1 (satu) 
orang Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan Sosial, 1 (satu) orang Kepala Seksi 
(KASI) Pembangunan, dan 2 (dua) orang Staf. Lebih jelasnya dapat dilihat 
dari Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Perhentian Marpoyan di 















Gambar II. 1 









4. Uraian Tugas Struktur Organisasi Kelurahan Perhentian Marpoyan 
Adapun uraian tugas dalam struktur organisasi Kelurahan Pehentian 
Marpoyan sebagai berikut : 
a) Lurah  
1. Menyusun program kerja kegiatan di tingkat Kelurahan; 
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja Kelurahan; 
3. Mempelajari dan menelaah peraturan Perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku; 
4. Melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi pada unit Kerja maupun 
SKPD/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 














6. Menyelenggarakan ketatausahaan kelurahan dalam menunjang kinerja 
organisasi; 
7. Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai peraturan 
yang berlaku; 
8. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 
untuk menunjang kegiatan masyarakat; 
9. Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, kesejahteraan rakyat, 
pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta ekonomi pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat; 
10. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 
11. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ; 
12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya; 
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan 
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
b) Sekretaris Lurah  
1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan kesekretariatan; 
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan kesekretariatan; 
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya 




4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun 
SKPD/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan; 
6. Menyelia pelaksanaan tugas inventarisasi data kesekretariatan; 
7. Melaksanakan ketatausahaan guna tertib administrasi; 
8. Melaksanakan pelayanan KTP, pindah tempat, kelahiran dan kematian; 
9. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan untuk terwujudnya 
tertib administrasi; 
10. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 
11. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ; 
12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya; 
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan 
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya 
c) Kepala Seksi Pemerintahan 
1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pemerintahan; 
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan pemerintahan; 
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya 




4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga 
kelurahan; 
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan; 
6. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, 
keamanan dan pemerintahan umum di kelurahan; 
7. Membantu penyelenggaraan administrasi kegiatan kesatuan bangsa dan 
perlindungan masyarakat; 
8. Menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan 
catatan sipil; 
9. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi tentang pemilu, kependudukan, 
transmigrasi keamanan dan ketertiban di tingkat kelurahan; 
10. Memproses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan 
(HO), kawasan perumahan, keramaian , SKCK, ijin tebang dan 
pengangkutan kayu; 
11. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 
12. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ; 
13. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya; dan 
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
d) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 





2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan di bidang 
kesejahteraan masyarakat; 
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya 
sebagai pedoman dan landasan kerja; 
4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun 
skpd/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan; 
6. Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, keluarga berencana, 
kesejahteraan dan pendidikan masyarakat; 
7. Melaksanakan Pembinaan PKK , Karang Taruna, Pramuka Dan 
Organisasi kemasyarakatan lainnya; 
8. Memproses perijinan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) sesuai 
peraturan perundang-undangan; 
9. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 
10. Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai ; 
11. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya; 
12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan 






e) Kepala Seksi Pembangunan 
1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat; 
2. Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan di bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 
3. Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 
dan landasan kerja; 
4. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi kelurahan dan lembaga 
masyarakat di kelurahan; 
5. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan; 
6. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha 
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan 
kehidupan perekonomian; 
7. Melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan partisipasi masyarakat 
dan meningkatkan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan; 
8. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan adat dan pengembangan 
kehidupan social budaya masyarakat; 
9. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam 
pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 
10. Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 




12. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya; 
13. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada atasan; dan 
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
5. Kependudukan 
Data kependudukan dan perkembangan penduduk merupakan faktor 
penting dalam membuat program pembangunan daerah. Jumlah penduduk 
Kelurahan Perhentian Marpoyan adalah 18. 166 jiwa. 
Tabel II. 1 







1 1 1.692 1.633 3.325 
2 2 929 924 1.853 
3 3 557 542 1.099 
4 4 934 858 1.792 
5 5 688 605 1.293 
6 6 748 703 1.451 
7 7 1.153 989 2.142 
8 8 651 544 1.105 
9 9 431 436 867 
10 10 1.167 1.036 2.203 
11 11 476 560 1.036 
Jumlah 9.336 8.830 18.166 






Tabel II. 2 
Jumlah Penduduk Tentang Kepemilikan KTP 
Sumber data : Data Kelurahan Perhentian Marpoyan bulan Februari 2021 
Tabel II. 3 
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 
Nomor 
Urut 





1 1 834 2 1 835 
2 2 625 0 2 623 
3 3 278 1 1 278 
4 4 611 0 0 611 
5 5 318 0 1 317 
6 6 878 2 0 880 
7 7 488 1 1 488 
8 8 510 2 1 511 
9 9 246 0 2 244 
10 10 662 3 1 664 
11 11 295 2 0 297 
Jumlah 5.745 13 10 5.748 











1 1 2.108 2.009 99 
2 2 1.039 919 120 
3 3 565 460 105 
4 4 635 515 120 
5 5 613 508 105 
6 6 681 540 141 
7 7 642 524 118 
8 8 664 553 111 
9 9 341 251 90 
10 10 1.228 1.103 125 
11 11 384 261 123 
Jumlah 8.864 7.643 1.257 
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B A B  I I I  
K A J I A N  K E P U S T A K A A N  
A. Kajian Tentang Otonomi Daerah 
1. Pengertian Otonomi Daerah  
Istilah otonomi (autonomy) secara etimologi berasal dari kata bahasa 
yunani autos yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau 
peraturan. Dalam buku sarundajang merujuk literatur belanda dikatakan 
bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfregeling) yang oleh Van 
Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat undang-undang sendiri), 
zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelfrechtspraak (mengadili sendiri) 
dan zelfpolitie (menindak sendiri).
22
 
Pengertian “otonom” secara etimologis adalah berdiri sendiri atau 
dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batasan-bastasan wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut praaksara sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23
 
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
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Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah 
otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, 
yang pada hakekatnya merupakan hak untuk mengelola rumah tangga sendiri 
tanpa ada campur tangan dan intervensi untuk tidak menyebut penjajahan dari 
pihak lain. Negara memerlukan otonomi, ketika ada kecenderungan 
berlangsungnya intervensi ekonomi maupun politis dari negara lain. Tetapi 
bukan hanya negara saja, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada suatu 
negara juga memerlukan otonomi. Dalam batas tertentu, mereka 
menginginkan atau menuntut suatu “souvereignity” dalam mengelola 
sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan 
kepentingan, dan mengatasi permasalahan publik masyarakat lokal, dengan 
intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.  
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Sejak didirikan pada tahun 1945, Republik Indonesia menjanjikan 
kehidupan yang bebas dan otonom dari intervensi asing, dan selanjutnya 
kehidupan provinsi dan kabupaten/kota yang juga relatif otonom. Namun 
janji ini belum sepenuhnya terwujud karena perjalanan yang ditempuh bangsa 
Indonesia seringkali menyimpang dari arah dan cita-cita kesepakatan kolektif 
bangsa. Memang hidup bernegara tidak akan pernah dapat dirumuskan secara 
final. Bernegara bukan hanya urusan membuat, mempertahankan, dan 
memperluas bangsa beserta ruang hidupnya, melainkan persoalan 
administrasi yang kompleks, termasuk dalam hal ini adalah penataan struktur 




Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya 
memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan 
dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.
26
 
2. Tujuan Otonomi Daerah 
Tujuan otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa 
tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, 
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kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Daerah otonom dalam 
definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke pendapatan 
asli daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaandan peran serta 
masyarakat. 
Pemerintah daerah dengan daerah otonom adalah proses peralihan dari 
sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan 
urusan pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam 
rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai 
efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
27 
Adapun tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah 
adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, 
pengembangan kehidupan demokrasi, penegakan keadilan dan pemerataan, 
serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar 
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka 
menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, esensi mendasar dalam kebijakan 
pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang ditetapkan 
batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kewenangan ini tentu 
merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah 
                                                             




mempunyai cukup keleluasaan erat dalam potensinya, baik yang berasal dari 
daerah sendiri maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan 
kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
28
 
Menurut Andi Malarangeng yang dikutip oleh Haw Widjaja dalam 
bukunya otonomi daerah dan daerah otonom, otonomi daerah jangan 
membebani masyarakat, tetapi bagaimana memberikan kesejahteraan kepada 
masyarakat. Bila dampaknya justru mengakibatkan biaya ekonomi tinggi 




3. Asas - Asas Otonomi Daerah 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otonomi 
Daerah, yaitu:  
b. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri 
berdasarkan asas otonom.  
c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur dan 
Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 
umum. 
d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada 
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daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang  
menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah 
Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. 
 
B. Kajian Tentang Pemekaran Daerah 
1. Pengertian Pemekaran Daerah 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata 
Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, pasal 1 ayat 
(10) “Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota 
menjadi dua daerah atau lebih”. 
Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah 
administratif baru di tingkat provinsi serta kota dan kabupaten dari induknya. 
Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi 
tahun 1998 melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. 
Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 yang belakangan direvisi lagi menjadi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, 
daerah banyak menuntut adanya pemekaran.
30
 
Pada dasarnya, pemekaran secara hukum memiliki dasar yang kuat 
dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BAB II Pasal 4 ayat 3 
tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pembentukan daerah dapat 
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berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang 
bersandingkan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau 
lebih. 
Harmantyo mengemukakan bahwa pemekaran adalah suatu proses 
membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi 
dua atau lebih daerah otonom baru. Tarigan mengemukakan bahwa 
pemekaran merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu daerah 
menjadi dua atau beberapa daerah. Menurut Pasal 1 ayat 10 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, definisi pemekaran 




2. Tujuan Pemekaran Daerah 
Menurut Tri Ratnawati, tujuan pembentukan, pemekaran, 
penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, 
percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, 
peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi 
antara Pusat dan Daerah.
32
 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah 
antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, 
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meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian 
daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.
33
 
3. Syarat - Syarat Pemekaran Daerah 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang 
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan 
Pengabungan Daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :  
a. Percepatan pelayanan kepada masyarakat; 
b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 
c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah; 
d. Percepatan pengelolaan potensi daerah; 
e. Peningkatan keamanan dan ketertiban; 
f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 
Dalam hal kelurahan yaitu dibentuk di wilayah kecamatan. 
Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau 
bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan 
menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana di Jelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yang mengatur lebih 
detail terkait kelurahan. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya 
tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran 
dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah 
mencapai minimal 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. 
                                                             




Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan 
di wilayah kecamatan. Yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat 
oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. 
 
C. Kajian Tentang Pemerintahan Yang Baik  (Good Governance) 
1. Pengertian Pemerintahan Yang Baik  (Good Governance) 
Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 
pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-
masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah 
satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran 
pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan 
infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan 
yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut 
redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. 
Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor 
akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good 
governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 
solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan 
pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan 
korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin 








Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan 
kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus 
mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang 
bersih dan transparan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan arti Good 
Governance adalah kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan 
prinsip-prinsip profesionalisme, akutabilitas, transparansi, pelayanan prima, 
demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 
selurruh masyarakat. 
2. Syarat - Syarat Pemerintahan Yang Baik  (Good Governance) 
Dalam dokumen kebijakan united nation development programme 
(UNDP) lebih jauh menyebutkan syarat good governance yaitu:  
a) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif 
dan adil.  
b) Menjamin adanya supremasi hukum.  
c) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 
didasarkan pada konsesus masyarakat.  
d) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah 
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Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah 
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses 
pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas 
Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi 
pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.    
3. Tujuan Pemerintahan Yang Baik  (Good Governance) 
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola 
pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor 
swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi 
pemerintah pun harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan 
sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya 
mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan 
penyeimbang Negara.  
Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius 
dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan 
kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah 
untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan 
keseimbangan bagi para stakeholder dalam memenuhi kepentingannya 
masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam 
perwujudan good governance, yaitu :
36
 
a) Partisipasi (Participation)  
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Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-
anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena 
tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan 
mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang 
semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak 
mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka. 
b) Penegakan hukum (Rule Of Low)  
Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan 
kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan 
dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna 
meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-
aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, 
melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi 
pendidikan dengan seoptimal mungkin. 
c) Transparansi (Transparency)  
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor 
kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu 
dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang 
lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih 
transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang 






d) Responsif (Responsiveness)  
Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, 
yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang 
terjadi di 20 lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami 
kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf 
menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa 
menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu 
kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama. 
e) Konsensus (Consensus Orientation)  
Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian 
supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan 
keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam 
suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin 
berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam 
pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau 
sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-
komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki 
kekuatan dalam pengambilan keputusan. 
f) Kesetaraan dan keadilan (Equity)  
Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh 
supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu 
lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan 




supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. 
Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak 
memperoleh apa yang menjadi haknya. 
g) Efektifitas dan efisien  
Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, 
efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau 
besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat 
diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di 
lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan 
mampu memberikan kualitas yang memuaskan. 
h) Akuntabilitas  
Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor 
terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk 
mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap 
supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, 
perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga. 
i) Visi Strategi (Strategic Vision)  
Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk 
menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang 
akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam 
membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu 
untuk menangani perubahan yang ada. 
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D. Kajian Tentang Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik  
   Menurut Lay, sebagaimana dikemukakan oleh Ratminto dan Atik 
Septi, dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan publik atau 
pelayanan umum merupakan istilah yang mengambarkan bentuk dan jenis 
pelayanan pemerintah kepada masyarakat atas dasar kepentingan umum.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, yang menjelaskan bahwa pelayanan publik yaitu kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dibutuhkan oleh 
masyarakat adalah pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat secara umum. 
2. Tujuan Pelayanan Publik 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik pada Pasal 2 di sebutkan bahwa pelayanan publik dimaksud untuk 
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 
penyelenggara publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima 
pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan secara cepat, 
mudah, tepat waktu, dan baik. 
                                                             




Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain : 
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 
jawab kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 
penyelenggara pelayanan publik; 
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak 
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi; 
c. Terpenuhinya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan;dan 
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggara pelayanan publik. 
3. Jenis - Jenis Pelayanan Publik  
Bentuk pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara lain : 
a) Pelayanan Administratif, merupakan pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.  
b) Pelayanan Barang, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik.  
c) Pelayanan Jasa, merupakanpelayanan yang menghasikan berbagai bentuk 
jasa yang dibutuhkan oleh publik.  
d) Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediakan 




e) Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan 
dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-
kegiatan sosial kemasyarakatan. 
4. Standar Pelayanan Publik 
  Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-
hal sebagai berikut : 
a) Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi 
dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.  
b) Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 
pengaduan.  
c) Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 
dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.  
d) Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan.  
e) Sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.  
f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi 
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, 




B A B  V  
P E N U T U P  
A. Kesimpulan   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota 
Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan Kelurahan, serta faktor penghambat pada 
pelayanan publik dalam hal pelayanan administrasi, maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelayanan publik dalam hal pelayanan administrasi di Kelurahan 
Perhentian Marpoyan belum terlaksana dengan baik untuk administrasi 
kependudukan seperti KTP dan KK, hanya sebagian masyarakat yang 
mengetahui informasi mengenai prosedur pelayanan, hal ini dikarenakan 
belum lengkapnya fasilitas pelayanan publik pada Kelurahan Perhentian 
Marpoyan yang menyebabkan proses pelayanan belum berjalan secara 
masksimal. Serta prosedur yang digunakan masih dengan prosedur yang 
lama, sementara pada kelurahan lain telah menggunakan prosedur terbaru. 
Belum terlaksananya secara maksimal penyelenggaraan pelayanan 
administrasi pada Kelurahan Perhentian Marpoyan hasil pemekaran dari 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Kelurahan yang pada dasarnya bertujuan untuk penataan 
ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan 




pemerintaha untuk fasilitas yang diberikan pada Kelurahan Perhentian 
Marpoyan mengingat sudah terlaksananya 4 tahun pemekaran wilayah 
kelurahan tersebut. 
2. Faktor penghambat pelayanan publik di Kelurahan Perhentian Marpoyan 
dalam hal pelayanan administrasi dapat ditinjau dari Pasal 34 Peraturan 
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
Kelurahan bahwa Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung 
dan prasarana lainnya namun dalam pelaksanaannya belum sesuai harapan 
dari masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik. 
 
B. Saran  
Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka 
penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan 
kedepannya sebagai berikut: 
1. Bagi pihak pemerintahan daerah seharusnya dalam hal ini dapat 
memberikan perhatian terhadap masyarakat pada pelaksanaan pelayanan di 
kantor kelurahan, diharapkan pemerintah sebagai pelaku utama atau 
pengendali jalannya sistem pemerintahan agar biasa lebih meningkatkan 
kualitas pelayanan khusunya layanan dibidang administrasi kependudukan 
serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Memperhatikan dalam segi 
peningkatan kualitas, kemudahan, serta ketetapan tempat pelaksanaan 
dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai. 
2 .  Bagi masyarakat pentingnya peningkatan kesadaran tentang prosedur yang 
seharusnya dilengkapi agar memperoleh pelayanan lebih optimal.
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